MONITORING PERSIDANGAN

KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Terdakwa : 

Indra Setiawan   

Persidangan II

Rabu, 24 Oktober 2007

Pkl. 10:46 - 12:23 WIB

Agenda : 

Tanggapan/Pendapat JPU 

Atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum 

Terdakwa Indra Setiawan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ruang Sidang V, Lt. 2., Mr. R. Wirjono Prodjodikoro

Jl. Gajah Mada 117, Jakarta Pusat

I. Materi Pendapat JPU atas Nota Keberatan
A. Surat Pendapat Penuntut Umum terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasehat hukum terhadap Surat Dakwaan penuntut Umum atas nama Terdakwa Ir. Indra Setiawan sebanyak 9 halaman dibacakan oleh Noor Rahmat, SH, MH (Jaksa Utama Muda, NIP. 230017999), tertanggal 24 Oktober 2007.

B. Pendapat JPU terhadap Eksepsi atas nama terdakwa Indra Setiawan

	EKSEPSI INDRA SETIAWAN


	PENDAPAT JPU

	A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 156 KUHAP bahwa Terdakwa Indra Setiawan berhak mengajukan eksepsi karena dalam surat dakwaan terdapat kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis.
	Berdasarkan pasal 156 ayat (1) keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (PHT) adalah:

· Mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara.

· Mengenai surat dakwaan yang tidak dapat diterima atau surat dakwaan yang harus dibatalkan 



	B. TENTANG DAKWAAN INDRA SETIAWAN OLEH JPU

Didakwakan bahwa : “Terdakwa Ir. Indra Setiawan telah sengaja memberi kesempatan, dst.... “

Dilihat dari ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP adalah 14 (empatbelas) tahun penjara. Jadi apakah mungkin Terdakwa Indra Setiawan yang sudah bekerja selama 30 tahun harus mensia-siakan, menghacurkan karirnya dengan melakukan perencanaan pembunuhan. Lalu apa keuntungannya
	1. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, materi keberatan Penasehat Hukum keluar dari materi eksepsi

2. Materi keberatan telah masuk pada materi pokok perkara

3. Oleh karenanya tidak perlu ditanggapi

	C. MOTIF PENERBITAN SURAT TUGAS

Motif Terdakwa Indra setiawan dalam menerbitkan surat tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 adalah untuk menempatkan Pollycarpus sebagai staf perbantuan pada bagian Coorporate Security.

Jadi motivasi terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sama sekali tidak ada.  


	1. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, materi keberatan Penasehat Hukum keluar dari materi eksepsi

2. Materi keberatan telah masuk pada materi pokok perkara

3. Oleh karenanya tidak perlu ditanggapi

	D. DAKWAAN TIDAK NYATA

· Pada alenia terakhir halaman 1 dakwaan, tertulis, Bahwa ia terdakwa Indra Setiawan selaku Dirut. Garuda Indonesia Airways sekitar bulan Juni atau Juli 2004 telah bertemu dengan Pollycarpus Budihari Priyanto di Restauran Bengawan Solo Hotel Sahid Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. 

· Kemudian pada alenia pertama halaman 2 dakwaan, tertulis, Bahwa di Restauran Bengawan Solo tersebut,  Pollycarpus telah  menyerahkan kepada Terdakwa Indra Setiawan surat dari Badan Intelijen Negara yang ditandatangani oleh Waka. BIN (sdr. As’ad) yang isinya meminta agar terdakwa menugaskan Pollycarpus sebagai staf perbantuan Coorporate Security / Aviation Security dengan alasan perusahaan Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan vital dan strategis, untuk itu perlu ditingkatkan segi keamanannya. 

· Dan pada alenia kedua halaman 2 dakwaan, tertulis, Terdakwa Indra setiawan mengetahui bahwa Pollycarpus tidak mempunyai keahlian di bidang Aviation Security, namun terdakwa tetap menempatkan Pollycarpus untuk diperbantukan di Unit Coorporate / aviation security dengan menerbitkan surat Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, dengan pertimbangan ada tugas yang bersifat rahasia dari BIN, sehingga berdasarkan surat penempatan Pollycarpus sebagai aviation security dari terdakwa tersebut, maka Pollycarpus dapat dengan mudah untuk mengatur jadwal penerbangan sebagai extra crew Garuda. 

Secara yuridis ketiga point dakwaan di atas tidak mempunyai “causaliteit” atau “sebab akibat” antara perbuatan yang didakwakan terhadap Indra Setiawan. 


	1. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, materi keberatan Penasehat Hukum keluar dari materi eksepsi

2. Materi keberatan telah masuk pada materi pokok perkara

3. Oleh karenanya tidak perlu ditanggapi

	E. ALASAN DIJADIKANNYA INDRA SETIAWAN SEBAGAI TERSANGKA TIDAK BERDASAR

1. Berdasarkan bunyi putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006, tanggal 3 Oktober 2006 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) bahwa pollycarpus tidak terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa korban Munir. Sebagai konsekwensi dari putusan tersebut, maka pelaku kejahatan belum atau tidak diketahui. Dengan demikian mendudukkan saudara Indra Setiawan sebagai terdakwa adalah tidak logis. 
2. JPU tidak cermat dalam dakwaan dan menjadi Batal Demi Hukum. Pengajuan Indra Setiawan sebagai terdakwa dalam persidangan ini terlalu dipaksakan dan bahkan dapat dikatakan masih terlalu prematur

	1. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, materi keberatan Penasehat Hukum keluar dari materi eksepsi

2. Materi keberatan telah masuk pada materi pokok perkara

3. Oleh karenanya tidak perlu ditanggapi

4. Perkara atas nama terdakwa Pollycarpus BH saat ini telah selesai dilakukan pemeriksaan permohonan PK dari JPU sebagaimana penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :14/PID/PK/2007/PN.JKT.PST, dengan demikian perkara pidana atas nama terdakwa Pollycarpus menjadi terbuka kembali.

	F. TENTANG SYARAT MATERIEL SURAT DAKWAAN

1. Syarat materiel dalam surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi: “b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan” 

2. Jika dakwaan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan di atas, maka dakwaan menjadi batal demi hukum


	Alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum merupakan hal-hal yang akan diperiksa dalam tahap pemeriksaan di depan persidangan karena telah memasuki pokok perkara

	G. Ketidak cermatan, ketidakjelasan dan ketidak lengkapan surat dakwaan JPU

a. Dakwaan JPU Tidak Jelas dan Tidak Cermat

JPU menyatakan bahwa terdakwa Indra setiawan, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa Munir adalah tidak nyata. 

· Dakwaan JPU Tidak Lengkap

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka penyidik wajib melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. yang masing-masing berturut-turut berbunyi sebagai berikut,

· Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara

· Penyidik wajib memanggil saksi yang menguntungkan Tersangka   

Bahwa dalam perkara aquo ternyata pada BAP yang dibuat penyidik, tidak ditemukan adanya pertanyaan Penyidik kepada terdakwa mengenai apakah terdakwa menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.
	1. Penasehat Hukum secara jelas telah menguraikan sebab akibat antara perbuatan terdakwa indra setiawan dengan perbuatan Pollycarpus.

2. Hal tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam materi perkara yang akan diperiksa di depan persidangan.

3. Dengan demikian tidak perlu ditanggapi


C. Pada bagian penutup JPU memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:
1. Menolak keberatan atau eksepsi dari PHT Ir. Indra Setiawan, MBA. 
2. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan acara pemeriksaan saksi-saksi. 
II. Peserta & Situasi Persidangan

A. Majelis Hakim

Hakim Ketua 
: Heru Pramono

Hakim Anggota 
: Makkasau 




  Reno 
B. JPU

1. Edi Saputra, S.H. 

2. Nur Rahmat, S.H., MH.
3. Arif Mulyawan, S.H.
C. Pengacara

1. Antawirya Jaya, SH., MH

2. Suroso Rachmad, SH.,

3. Ivone Indah Pertiwi, SH

4. Jimmy G.P. Silalahi, SH

5. Harry Witjaksono, SH

6. Yandri Sudarso, SH., MH

7. Adi Waluyo, SH.

8. Ardian Hamdani, SH

D. Situasi di Sekitar PN dan Ruang Sidang

Sekitar 50 pengunjung terdiri dari aktivis Kontras dan Kasum serta beberapa media dalam ruang sidang.  2 orang tidak dikenal dengan membawa alat tulis begitu serius memperhatikan jalannya persidangan.
III. Catatan Persidangan

A. Pra Persidangan

Sidang direncanakan dimulai jam 10.00 WIB tetapi sampai pukul 10.26 WIB, belum ada tanda-tanda persidangan dmulai. Sekitar 30 pengunjung dari media dan beberapa aktivis Kontras dan Kasum. Dalam ruang sidang baru ada 1 – 2 orang dan terlihat beberapa treport wartawan yang hendak meliput persidangan. 

Beberapa wartawan meninggalkan lokasi sidang sekitar pukul 10.38 WIBan. Tidak lama kemudian tampak Usman Hamid datang lalu disambut wartawan. Beberapa menit kemudian Suciwati pun muncul dan langsung memasuki ruang sidang.    

Penjagaan keamanan dari kepolisian kurang begitu terperhatikan. Hanya 1-2 polisi yang berjaga dengan santai. Sekitar pukul 10.56 WIB, JPU terlihat baru datang dan memasuki ruangan staf PN. Tidak lama kemudian Para Kuasa Hukum Indra Setiawan dan Para Anggota JPU memasuki ruang sidang.  
Sekitar 5 Polisi menjaga terdakwa Indra Setiawan dalam ruangan staff PN.

B. Persidangan

Pukul 11.30, Para Hakim memasuki rang sidang. Kemudian Ketua Hakim Heru Pramono menyatakan sidang dibuka. JPU dipersilahkan membaca materi tanggapan terhadap eksepsi atas nama Indra Setiawan. 

C. Pasca Persidangan

Ketika sidang usai, Indra setiawan dikejar wartawan ditanya seputar persidangan yang baru berjalan. Indra menjawab, bahwa semua sudah jelas dalam persidangan tadi.

Antawirya memberikan beberapa penjelasan mengenai tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan sebagai berikut.

Inti menolak dari eksepsi kita, tapi kita berkeyakinan menurut hati nurani mereka (para hakim), eksepsi kita akan menang. Kemudian yang ketiga, melihat dakwaan setelah kita pelajari itu tidak tergambarkan bahwa saudara Pollycarpus.









